LAMPIRAN



Lampiran 01. Surat PERGUB Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penghitungan Dasar
Pengenaan PKB Dan BBNKB




Lampiran 02. Surat PERDA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber
pendapatan di Daerah yang penting guna membiayai
pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk
memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata
dan bertanggung jawab;

b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
maka Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2004
tentang Pajak Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah
Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2004 tentang Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7
Tahun 2001 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2004 tentang
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah/Air
Permukaan perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Pajak Daerah;

Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);



Lampiran 03. Surat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah

Menimbang :

a.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan
negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa
yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka
penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan
memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai
dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan
otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan
pemerintahan negara;

bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan
salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan
perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan
pemberian diskresi dalam penetapan tarif;

bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah
dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan
dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas
dengan memperhatikan potensi daerah;

f. bahwa . ..



Lampiran 04. Surat PERDA Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011Tentang
Pajak Daerah

GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan
daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;

b. bahwa untuk pengendalian volume kendaraan dan
kemampuan masyarakat perlu dilakukan evaluasi terhadap
penyesuaian tarif pajak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 5234);



Lampiran 05. Surat PERDA Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011Tentang
Pajak Daerah

GUBERNUR BALI
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan
penerimaan pajak daerah serta untuk memberikan
insentif serta rasa keadilan bagi masyarakat perlu
dilakukan penyesuaian pengenaan dan tarif pajak;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah
Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sudah tidak
sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat
ini, sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat [ Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1649);



Lampiran 06. Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor




Lampiran 07. Cara Perhitungan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
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Lampiran 08. Pengenaan Biaya SWDLLJ (PT. Jasa Raharja)




